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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : J1. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax. : (024) 3549560 http : // dpmptsp.jatengprov.go.id e-mail : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTUPROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 503/ 41

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas
pelayanan,meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna
jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan
menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Maklumat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038;

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan,;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Provinsi Jawa Tengah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA ¢ Menetapkan Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana Terlampir; '

KEDUA : Dalam memberikan layanan - kepada masyarakat/pengguna
jasa layanan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib
mentaati isi maklumat tersebut; )

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan
yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal 14 Januari 2021

NAS-PENANAMAN MODAL DAN
YANAN"PERPADU SATU PINTU

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Nomor : 503/41

Tanggal : 4 Januari 2021

MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Visi
Misi

Motto
Jenis Layanan

Mutu Layanan
Komitmen/

Maklumat
Layanan

Hak dan
Kewajiban

Terwujudnya pelayanan yang profesional

1.

2.

3

4.

5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
memiliki integritas dan profesional;

Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian
hukum pada setiap proses perizinan;

Memberikan pelayanan secara terbuka dan akuntabel
dalam setiap proses dan produk perizinan;
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
fokus, peduli dan penuh semangat;

Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang
berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

Together Be Better;

1.
2.

Pelayanan Perizinan;
Pelayanan Pengaduan dan Informasi.

Menerapkan standar pelayanan sesuai dengan ISO
9001:2015 dan/atau standar pelayanan publik yang

ditetapkan oleh pemerintah.
Petugas wajib menjaga komitmen dalam melaksanakan

pelayanan dengan nilai-nilai:

1.
2.
3.

4.

Transparan,

Sesuai standar pelayanan;

Inovatif dalam perbaikan mutu SDM, sarana dan
penerapan IT;

Efektif dan efisien dengan mengutamakan kepuasan
masyarakat;

Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan Perundang - undangan
Petugas Pelayanan memiliki hak :

1.

2.

3.

Petugas pelayanan berhak mendapatkan informasi
yang dipandang perlu terkait pengajuan izin;

Petugas pelayanan berhak menolak pengajuan
permohonan yang tidak sesuai standar operasional

prosedur;
Petugas pelayanan berhak memberikan informasi

layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Kewajiban :

L.

2.

Petugas Pelayanan wajib memberikan pelayanan

sesuai ketentuan yang berlaku;
Petugas pelyanan tidak diperkenankan/dilarang
memberi atau menerima segala bentuk gratifikasi atas

pelaksanaan tugas;
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3. Petugas tidak diperkenankan melayani proses
permohonan melalui calo;

4. Petugas tidak diperkenankan melakukan komunikasi
melalui jalur yang tidak resmi dalam permohonan izin.

Sanksi : Penyelenggaraan atas ketentuan pelaksanaan pelayanan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyampaian : Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal-kanal
Saran dan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau
Pengaduan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah c.q. Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan
Layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
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